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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
 
 
 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang       : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-
2015;  
 
 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor 3721); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4968); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4027); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah 
Kabupaten/  Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4737); 

 



16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007  tentang 
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  
Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang 
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 
dan 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
MERANTI TAHUN 2011-2015 

 
 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 

3. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan 
Meranti adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Kepulauan  Meranti yang memuat penjabaran  dari  visi,  misi  dan  program 
Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada 
RPJPD Kabupaten  Kepulauan  Meranti serta  memperhatikan RPJM 
Nasional, RPJPD Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau. 

4. Visi  adalah  rumusan  umum  mengenai  keadaan  yang  diinginkan  pada  
akhir periode perencanaan. 

5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan  
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. 

7. Kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ 
Daerah untuk mencapai tujuan. 

8. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran, atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten. 

 
 
 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH 
 
 

Pasal 2 
 

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. 

 
Pasal 3 

 
(1) RPJM Daerah merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi  dan  program Bupati 

hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 
tahun 2010. 

 
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman  

seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan 
Meranti dalam menyusun Rencana Strategis SKPD. 

 
 

 



Pasal 4 
 

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis SKPD. 

 
 

Pasal 5 
 

Dalam menyusun Rencana Strategis SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi 
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 
 
 

Pasal 6 
 

Pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan ke dalam 
Rencana Strategis SKPD diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 
 
 

 

BAB III 
SISTEMATIKA 

 
 

Pasal 7 
 

RPJM Daerah disusun dengan sistematika: 
 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB II  : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III  : RUMUSAN ISU PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT 

BAB V : VISI DAN MISI 

BAB VI  : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VII  : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

BAB VIII  : ARAH KEBIJAKAN UMUM 

BAB IX  : INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN DANA 

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB XI  : PENUTUP 

 

Pasal 8 
 

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum 
dalam lampiran  Peraturan  Daerah  ini  merupakan  satu  kesatuan  dan  
bagian yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 
 

 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan  
pengundangan Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  
Lembaran  Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
 
 

Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal 27 Oktober 2011  

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 
 ttd 
 

 
   I R W A N 
 

 
 
Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 27 Oktober 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 

 
 ttd 
 

 
H. ZUBIARSYAH. MS, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19560712 198103 1 011 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 
NOMOR 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


